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PUTUSAN
Nomor [Pdt.G/2017/PA.Stb.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Stabat yang memeriksa dan mengadili perkara
perdata pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Majelis telah
menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara cerai

Talak antara :

Pemohon, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Dasar, pekerjaan
Buruh Harian Lepas, tempat tinggal di a/n Rugaya di Kabupaten
Langkat, sebagai Pemohon;

Melawan

Tergugat, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Dasar, pekerjaan
Mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Kabupaten Langkat, sebagai

Termohon;
Pengadilan Agama tersebut;
Telah membaca semua berkas perkara;
DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan secara tertulis pada
tanggal 20 Juni 2017 dengan surat permohonannya bertanggal 20 Juni 2017,
yang diterima dan didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Stabat Register
Nomor /Pdt.G/2017/PA.Stb, dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon menikah pada tanggal 09 Juni 2012 di
Kecamatan Hinai, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 304/17/V1/2012
tanggal 11 Juni 2012 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama

Kecamatan Hinai;

2. Bahwa Pemohon adalah tergolong orang yang tidak mampu/miskin
berdasarkan Surat Keterangan Kepala Desa Pulau Banyak, Kecamatan
Tanjung Pura No. 470-189/PB/2017 tanggal 19 Juni 2017,
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3. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama dengan

orang tua Termohon di alamat Termohon tersebut di atas;

4. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon telah berhubungan
sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dukhul) tetapi belum dikaruniai

keturunan;

5. Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon pada awalnya
berlangsung harmonis, akan tetapi sejak tahun 2014 antara Pemohon
dengan Termohon mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah
tangga disebabkan Termohon selalu menuntut uang belanja kebutuhan
rumah tangga diluar kemampuan Pemohon yang hanya bekerja sebagai
Buruh harian lepas;

6. Bahwa Pemohon telah berupaya menasehati Termohon agar Termohon
dapat lebih bersabar dan bersyukur serta Pemohon juga telah berupaya
untuk mencukupi uang belanja kebutuhan rumah tangga sesuai dengan
keinginan Termohon, akan tetapi Termohon tidak terima sehingga

pertengkaran terus terjadi;

7. Bahwa Pemohon sudah tidak sanggup lagi dengan sikap Termohon tersebut
yang tidak kunjung berubah, kemudian pada tanggal 11 Desember 2016
Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal, Pemohon pulang ke rumah
kakak kandung Pemohon yang bernama Rugaya di alamat Pemohon
tersebut di atas, sampai diajukannya permohonan ini antara Pemohon
dengan Termohon tidak hidup bersama lagi sudah 6 (enam) bulan lamanya,

namun demikian antara Pemohon dengan Termohon belum pernah bercerai;

8. Bahwa atas permasalahan rumah tangga Pemohon dengan Termohon

tersebut pihak keluarga telah berupaya mendamaikan, namun tidak berhasil;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut, Pemohon merasa
kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak mungkin rukun
lagi dan Pemohon memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Stabat
Cq. Majelis Hakim yang menyidangkan permohonan Pemohon untuk
menetapkan hari sidang serta memanggil Pemohon dan Termohon selanjutnya
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memeriksa dan mengadili dengan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai
berikut:

Primair.
a. Mengabulkan permohonan Pemohon;

b. Memberi izin kepada Pemohon ( ) untuk menjatuhkan talak satu raj'i

terhadap Termohon (') di depan sidang Pengadilan Agama Stabat;

c. Membebankan seluruh biaya perkara ini sesuai dengan perundang-
undangan yang berlaku;

Subsidair.
- Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil
Pemohon dan Termohon untuk hadir di persidangan, panggilan-panggilan

tersebut telah disampaikan secara resmi dan patut;

Bahwa pada sidang yang telah ditentukan Pemohon hadir pada sidang
kedua dan ketiga sedangkan pada sidang-sidang selanjutnya Pemohon tidak
hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang
sah, meskipun berdasarkan relaas panggilan Nomor /Pdt.G/2017/PA.Stb, yang
dibacakan Hakim Ketua di persidangan, Pemohon telah dipanggil secara resmi
dan patut dan tidak ternyata ketidakhadiran Pemohon tersebut disebabkan
alasan yang dibenarkan undang-undang, sedangkan Termohon tidak pernah
hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang
sah, meskipun berdasarkan relaas panggilan Nomor /Pdt.G/2017/PA.Stb,
yang dibacakan Hakim Ketua di persidangan, Termohon telah dipanggil secara
resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadiran Termohon tersebut

disebabkan alasan yang dibenarkan undang-undang;

Bahwa oleh karena Termohon tidak hadir di persidangan, maka mediasi

terhalang dilaksanakan;
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Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, cukuplah Majelis Hakim
menunjuk berita acara sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan

dari putusan ini;
PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon

sebagaimana yang telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah
memanggil Pemohon dan Termohon untuk hadir di persidangan, sebagaimana
yang dimaksud oleh Pasal 55 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal
26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, panggilan kepada
Pemohon dan Termohon telah disampaikan secara resmi dan patut
sebagaimana yang dimaksud Pasal 26 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Peraturan
Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan
Pemohon hadir pada sidang kedua dan ketiga saja yang hadir, sedangkan pada
sidang-sidang selanjutnya tidak hadir dan tidak pula mengutus orang lain
sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan relaas panggilan
Nomor  /Pdt.G/2017/PA.Stb. yang dibacakan Hakim Ketua di persidangan,
Pemohon telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata
ketidakhadiran Pemohon tersebut disebabkan alasan yang dibenarkan undang-
undang, Termohon tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus orang lain
sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan relaas panggilan
Nomor  /Pdt.G/2017/PA.Stb. yang dibacakan Hakim Ketua Majelis di
persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak
ternyata ketidakhadiran Termohon tersebut disebabkan alasan yang dibenarkan

undang-undang;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir, maka
sesuai dengan maksud Pasal 4 ayat (2) huruf b Peraturan Mahkamah Agung
Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, terhadap

perkara ini tidak dikenai kewajiban penyelesaian perkara melalui mediasi;
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Menimbang, bahwa Pemohon yang telah dipanggil secara resmi dan
patut tidak hadir di persidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai
wakil atau kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan relaas panggilan Nomor
/Pdt.G/2017/PA.Stb. yang dibacakan Hakim Ketua di persidangan, Pemohon
telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadiran
Pemohon tersebut disebabkan alasan yang dibenarkan undang-undang, oleh
karena itu Majelis Hakim berpendapat Pemohon harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon tidak hadir di persidangan,
maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 150 R.Bg permohonan

Pemohon patut dinyatakan gugur;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal penjelasan pasal demi pasal 49
huruf a Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-
undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka perkara ini
termasuk bidang perkawinan, oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 89
ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama,
semua biaya perkara dibebankan kepada Pemohon, akan tetapi oleh karena
Penggugat adalah orang yang tidak mampu berdasarkan penetapan Ketua
Pengadilan Agama Stabat Nomor /Pdt.G/2017/PA.Stb, tanggal 20 Juni 2017,
Pemohon diberikan pembebasan untuk membayar biaya perkara;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta

hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;
MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk
menghadap di persidangan tidak hadir.

2. Menyatakan permohonan Pemohon gugur.

3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar semua biaya yang timbul
dalam perkara ini yang hingga saat ini dihitung sejumlah Rp0,00 (nol rupiah).

Demikian Putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Stabat dalam
sidang musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 07 September
2017 Miladiyah, bertepatan dengan tanggal 16 Zulhijah 1438 Hijriyah, oleh kami
Drs. H. Sardauli Siregar, M.A. sebagai Hakim Ketua, Dra. Rinalis, M.H. dan
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Dra. Mirdiah Harianja, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan
tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum, oleh
kami Drs. H. Sardauli Siregar, M.A. sebagai Hakim Ketua didampingi Dra.
Rinalis, M.H. dan Dra. Mirdiah Harianja, M.H. masing-masing sebagai Hakim
Anggota, dibantu Akma Qamariah Lubis, S.Ag., S.H., M.A. sebagai Panitera
Pengganti dengan dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota, Hakim Ketua,

Dra. Rinalis, M.H. Drs. H. Sardauli Siregar, M.A.

Hakim Anggota,

Dra. Mirdiah Harianja, M.H.

Panitera Pengganti,

Akma Qamariah Lubis, S.Ag., S.H., M.A.

Rincian Biaya Perkara:

1. Biaya pendaftaran Rp0,00
2. Biaya Prosers Rp0,00
3. Biaya panggilan Rp0,00
4, RedaksiRp0,00

5. MeteraiRp0,00

Jumlah Rp0,00

(nol rupiah)._
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